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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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P  U  T  U  S  A  N 

                                            No.   674 

PK/Pdt /2009

 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

                   M A H K A M A H       A G U N 

G

memer iksa  perkara  perda ta  dalam  pen in jauan  kembal i  te l ah  

memutuskan  sebaga i  ber i ku t  da lam perkara  :       

PT.  BARA  ANDHIKA  SEJAHTERA,  dalam  ha l  in i  

d iwak i l i  o leh  Di rek tu rnya  HENRY CHRISTANTO yang  

ber t i ndak  untuk  dan  atas  nama PT.  Bara  Andhika  

Sejah te ra  (PT.  BAS),  berkedudukan  di  Ja lan  

Pangeran  Moh.  Noor  RT.  35,  Pasi r  Mas,  

Banja rmas in ,  da lam hal  in i  member i  kuasa  kepada  

Zak ian  Nor ,  SH. ,  Advokat  berkan to r  d i  J l .  Bumi  

Mas Raya,  Komplek  Bumi  Indah  Dua Rt .  8  No.  10 

Banja rmas in ,   Pemohon Penin jauan  Kembal i  dahu lu  

Termohon Kasas i /Pengguga t /Pemband ing  ;

  

Melawan :

SAID  AGIL  a l i as  IDRUS,  ber tempat  t i ngga l  d i  

Pasar  Ampera  RT. IV  Desa  Tungkaran  Pangeran ,  

Kecamatan  Batu l i c i n ,  Kabupaten  Tanah  Bumbu,  

Termohon   Penin jauan   Kembal i   dahu lu  Termohon  

Kasas i /Pengguga t /Pemband ing ;

Mahkamah Agung te rsebu t  ;

Membaca sura t - sura t  yang  bersangku tan  ;

Menimbang  bahwa  dar i  sura t - sura t  yang  bersangku tan  

te rnya ta  Pemohon  Penin jauan  Kembal i  dahu lu  Termohon  

Kasas i /Pengguga t /  Pembanding  te lah  mengajukan  permohonan  

pen in jauan  kembal i  te rhadap  putusan  Mahkamah  Agung   No.  

1137  K/Pdt /2007  tangga l  22  Januar i  2008   yang  te lah  

berkekua tan  hukum te tap ,  da lam perkaranya  melawan  Termohon  

Penin jauan  Kembal i  dahulu  Termohon  

Kasas i /Pengguga t /Pemband ing  dengan  pos i t a  gugatan   sebaga i  
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ber i ku t  :

Bahwa  Penggugat  ada lah  perusahaan  yang  bergerak  

dib idang  per tambangan I t rad i ng  batu  bara  dengan  nama  PT.  

Bara  Andhika  Sejah te ra  (PT.  BAS).  Dan  untuk  menunjang  

keg ia tan  perusahaan,  Penggugat  berencana  untuk  membuat  

pe labuhan I dermaga  yang  ber lokas i  d i  daerah  Batu l i c i n  

du lunya  Daerah  TK. I I  Kotabaru  sekarang  Daerah  TK.  l l  Tanah  

Bumbu ;

 Bahwa  untuk  membuat  pelabuhan I dermaga  te rsebu t  

Penggugat  memer lukan  tanah  lokas i  anta ra  ja l an  raya  dan  

tep i  lau t .  Dan  sete lah  Penggugat  ber temu  dengan  Tergugat  

yang  menjabat  sebaga i  Kepala  Desa  Tungkaran  Pangeran ,  

Kecamatan  Batu l i c i n ,  du lunya  Daerah  TK. I I  Kotabaru  sekarang  

Daerah  TK. I I  Tanah Bumbu te rnya ta  Terguga t  sangat  mendukung  

dan bersed ia  untuk  mencar i kan  tanah  lokas i  ser ta  pengurusan  

sura t  -  sura t  tanah  sampai  ser t i f i k a t  ;

 Bahwa  t i dak  berse lang  lama  Tergugat  menyampaikan  

lokas i  tanah  yang

dimaksud.  Dan  sete lah  Penggugat  bersama  -  sama  Tergugat  

menin jau  lokas i  tanah ,  Penggugat  setu ju  atas  le tak  lokas i  

tanah  yang  masih  berada  di  wi layah  desa  Terguga t  ya i t u  di  

Ja lan  Serongga  Km.  2,5  Desa  Tungkaran  Pangeran ,  Kecamatan  

Batu l i c i n  dengan var i as i  harga  :

- 0 M s/d  100 M dar i  ja l an  raya  Rp.  10.000 , -   /M²

- 100 M s/d  175 M dar i  ja l an  raya  Rp.  6.000 , -  /M²

- 175 Ms/d  200 M dar i  ja l an  raya  Rp.  5.000 , -  /M²

- 200 M s/d  325 M dar i  ja l an  raya  Rp.  2.500 , -  /M²

- 325 M dst  dar i  ja l an  raya  Rp.1 .500 , -  /M²

dan  atas  var i as i  harga  tanah  yang  disampaikan  Tergugat  

te rsebu t  Penggugat   menyetu ju i n ya  ;

 Bahwa karena  Penggugat  t i dak  mengetahu i  s iapa  pemi l i k  

tanah  yang  bersangku tan  dan  menginga t  sta tus  Tergugat  yang  

menjaba t  sebaga i  Kepala  Desa  ser ta  Tergugat  bersed ia  

melakukan  pengurusan  sura t  – sura t  tanah  sampai  ser t i f i k a t ,  

maka  uang  pembayaran  pembel ian  tanah  dise rahkan  mela lu i  

Tergugat  yang jumlahnya  :  
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NO TANGGAL KETERANGAN LUAS TANAH JUMLAH UANG

1

30 Maret  

2000. uang muka 121.000  M² = 12,1  Ha Rp

65.000 .000 ,

00

2

28 Apr i l  

2000. uang muka  Rp

15.000 .000 ,

00

3 10 Mei  2000. uang muka  Rp

25.000 .000 ,

00

4 16 Mei  2000. uang muka  Rp

50.000 .000 ,

00

5 16 Mei  2000. uang muka  Rp

45.000 .000 ,

00

6 25 Mei  200. uang muka  Rp

15.000 .000 ,

00

7 10 Jun i  2000. uang muka  Rp

118.000 .000

,00

8

08 Agustus  

2000. uang muka

70 x 150 M² = 100.500  M²= 

1,05  Ha Rp

17.500 .000 ,

00

9

28 Apr i l  

2000. pelunasan

100 x 300 M²= 30.000  M²= 15 

Ha  

   

175 x 400 M² = 70.000  M² = 

7 Ha Rp

160.000 .000

,00

   38,15  Ha Rp

505.500 .000

,00

Dar i  38,15  Ha tanah  yang  dibe l i  Penggugat  lewat  Tergugat  

te rnya ta  tanah  yang  ada hanya  ber jumlah  16,5  Ha (enam belas  

setengah  hekta r )  ;

        Bahwa pada tahun  2000 atas  tanah  lokas i  se luas  16,5  

Ha sudah  Penggugat  uruk  dan sudah  Penggugat  buat  sarana  dan  

prasarana  pendukung  dermaga/pe labuhan  batubara  ser ta  sudah  

mengajukan  permohonan  iz i n  ( rekomendas i )  pembangunan  

dermaga  kepada  Kanto r  Wilayah  Depar temen  Perhubungan  

Prop ins i  Kal  -  Sel  dan  te lah  di l akukan  surve i  o leh  Kanto r  

Wilayah  Depar temen  Perhubungan  Prop ins i  Kal  -  Sel  ser ta  

pernah  satu  ka l i  melakukan  uj i  coba  peng i r iman  ( load ing )  

batubara  ;

 Bahwa te rnya ta  dar i  luas  tanah  lokas i  se luas  16,5  Ha 

yang  sudah  Penggugat  uruk  dan  sudah  Penggugat  buat  sarana  

dan  prasarana  te rsebu t ,  se luas  14  Ha te lah  dibua t  sege l  

tanah  atas  nama  Terguga t  send i r i ,  sebaga i  mana  te ru ra i  

da lam  Sura t  Pernya taan  Penguasaan  Fis i k  Bidang  Tanah  

(SPPFBT)  te r t angga l  :  

NO KETERANGAN TANGGAL LUAS TANAH

1 SPPFBT
14 Apr i l  

2000.
200 x 50 M² = 10.000  M²
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2 SPPFBT
14 Apr i l  

2000.
162,5  x 50M² = 8.125  M²

3 SPPFBT
14 Apr i l  

2000.
100 x 500 M² = 5.000  M²

4 SPPFBT
14 Apr i l  

2000.
200 x 500 M² = 10.000  M²

5 SPPFBT
14 Apr i l  

2000.
175 x 50 M² = 8.750  M²

6 SPPFBT
14 Apr i l  

2000.
162,5  x 50M² = 8.125  M²

7 SPPFBT
10 Mei  

2000.
200 x 100 M² = 20.000  M²

8 SPPFBT
10 Mei  

2000.
150x  100 M² = 15.000  M²

9 SPPFBT
10 Mei  

2000.
100 x 200 M² = 20.000  M²

10 SPPFBT
10 Mei  

2000.
150 x 100 M² = 15.000  M²

11 SPPFBT
10 Mei  

2000.
200 x 100 M² = 20.000  M²

TOTAL LUAS 140.000  M² = 14 Ha

Bahwa  perbua tan  Tergugat  mengatas  namakan  sebag ian  

besar  tanah  lokas i  atas  nama Terguga t  ke  dalam sura t  sege l  

tanpa  adanya  nia t  ba ik  untuk  membal i k  namaI merubah  menjad i  

ser t i f i k a t  atas  nama PT.  Bara  Andhika  Sejah te ra  (PT.  BAS)  

ser ta  t i dak  pernah  mengurus  sura t  -  sura t  tanah  untuk  

dia tas  namakan  PT.  Bara  Andhika  Sejah te ra ,  walaupun  

Penggugat  te l ah  membayar  kepada  Tergugat  b iaya  ke  BPN pada  

tangga l  26  Agustus  2000  sebesar  Rp.  5.000 .000 , -  ( l ima  ju t a  

rup iah )  dan biaya  pan ja r  pembuatan  sege l  tanah  pada tangga l  

09  Apr i l  2000  sebesar  Rp.  500.000 , -  ( l ima  ra tus  r i bu  

rup iah ) ,  maka  perbua tan  Terguga t  te r sebu t  ada lah  sangat  

ber ten tangan  dengan  azas  kepatu tan  dan  kesus i l aan  ser ta  

ber ten tangan  dengan  tugas I kewaj i ban  Tergugat .  Dengan 

demik ian  perbua tan  Terguga t  dapat  d ikwa l i f i k a s i k an  pada  

perbua tan  yang melawan hukum ;

 Bahwa  karena  perbua tan  Tergugat  adalah  perbua tan  

melawan  hukum  apa lag i  Pernya taan  da lam  Sura t  Penguasaan  
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Secara  Fis i k  Bidang  Tanah  d ikuasa i  Tergugat  ada lah  t i dak  

benar ,  karena  tanah  secara  f i s i k  t i dak  pernah  dikuasa i  

Tergugat ,  te tap i  d ikuasa i  Penggugat  maka :

1. Sura t  Pernya taan  Penguasaan  Fis i k  Bidang  Tanah  

te r t angga l  14  Apr i l  2000  se luas  5.000  M²  dengan  

batas  -  batas  :

- Sebelah  Utara             :   Mihrab  ;

- Sebelah  Sela tan         :  Ikun  Dani  ;

- Sebelah  Timur            :  Said  Agi l  a l i as  

Id rus  ;

- Sebelah  Bara t             :  J l .  Prop ins i  ;

     atas  nama Said  Agi l  a l i as  Id rus  (Terguga t )  ;

2. Sura t  Pernya taan  Penguasaan  Fis i k  Bidang  Tanah  

te r t angga l  14  Apr i l  2000  se luas  8.750  M²  dengan  

batas  -  batas  :

- Sebelah  Utara             :  Darmansyah  /  Syamsur i  /  

Umar ;

- Sebelah  Sela tan          :  Husni  /  Syamsur i  /  Sukr i  ;

- Sebelah  Bara t              :  Said  Agi l  a l i as  Id rus  ;

- Sebelah  Timur             :  Said  Agi l  a l i as  Id rus  ;

     atas  nama Said  Agi l  a l i as  Id rus  (Terguga t )  ;

3. Sura t  Pernya taan  Penguasaan  Fis i k  Bidang  Tanah  

te r t angga l  14  Apr i l  2000    se luas  8.125  M²  dengan  

batas  -  batas  :

- Sebelah  Utara             :  Husni  ;

- Sebelah  Sela tan          :  Husni   ;

- Sebelah  Bara t              :  Said  Agi l  a l i as  Id rus  ;

- Sebelah  Timur             :  Said  Agi l  a l i as  Id rus  ;

     atas  nama Said  Agi l  a l i as  Id rus  (Terguga t )  ;

4 Sura t  Pernya taan  Penguasaan  Fis i k  Bidang  Tanah  

te r t angga l  14  Apr i l  2000   se luas  10.000  M²  dengan  

batas  -  batas  :

- Sebelah  Utara             :  Gt .  Kadr i  ;

- Sebelah  Sela tan          :  Gt .  Kadr i  ;  

- Sebelah  Bara t              :  Said  Agi l  a l i as  

Id rus  ;
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- Sebelah  Timur             :  Said  Agi l  a l i as  

Id rus  ;

     atas  nama Said  Agi l  a l i as  Id rus  (Terguga t )  ;

5. Sura t  Pernya taan  Penguasaan  Fis i k  Bidang  Tanah  

te r t angga l  14  Apr i l  2000  se luas  10.000  M²  dengan  

batas  -  batas :

- Sebelah  Utara             :  Syamsur i  ;

- Sebelah  Sela tan          :  Syamsur i  ;

- Sebelah  Bara t              :  Said  Agi l  a l i as  

Id rus  ;

- Sebelah  Timur             :  Said  Agi l  a l i as  

Id rus  ;

     atas  nama Said  Agi l  a l i as  Id rus  (Terguga t )  ;

6. Sura t  Pernya taan  Penguasaan  Fis i k  Bidang  Tanah  

te r t angga l  14  Apr i l  2000  se luas  8.125  M²  dengan  

batas  -  batas  :

- Sebelah  Utara             :  Harahap  ;

- Sebelah  Sela tan          :  Harahap  ;

- Sebelah  Bara t              :  Said  Agi l  a l i as  Id rus  ;

- Sebelah  Timur             :  Said  Agi l  a l i as  Id rus  ;

     atas  nama Said  Agi l  a l i as  Id rus  (Terguga t ) .

7. Sura t  Pernya taan  Penguasaan  Fis i k  Bidang  Tanah  

te r t angga l  10 Mei  2000  se luas  20.000  M² dengan  batas  

-  batas  :

- Sebelah  Utara             :  Said  Agi l  a l i as  Id rus  ;

- Sebelah  Sela tan          :  Said  Agi l  a l i as  Id rus  ;

- Sebelah  Bara t              :  Said  Agi l  a l i as  Id rus  ;

- Sebelah  Timur             :  Harahap  ;

     atas  nama Said  Agi l  a l i as  Id rus  (Terguga t )  ;

8. Sura t  Penyataan  Penguasaan  Fis i k  Bidang  Tanah  

te r t angga l  10 Mei  2000  se luas  15.000  M² dengan  batas  

-  batas  :

- Sebelah  Utara       :  Puding  ;

- Sebelah  Sela tan    :  Said  Agi l  a l i as  Id rus  ;

- Sebelah  Timur       :  Syamsur i  /  Sela t  Laut  ;

- Sebelah  Bara t        :  Said  Agi l  a l i as  Id rus  ;
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     atas  nama Said  Agi l  a l i as  Id rus  (Terguga t )  ;

9. Sura t  Pernya taan  Penguasaan  Fis i k  Bidang  Tanah  

te r t angga l  10  Mei  2000     se luas  20.000  M²  dengan  

batas  -  batas  :

- Sebelah  Utara       :  Pudin  ;  

- Sebelah  Sela tan    :  Said  Agi l  a l i as  Id rus  ;

- Sebelah  Timur       :  Said  Agi l  a l i as  Id rus  ;

- Sebelah  Bara t        :  Harahap  ;

     atas  nama Said  Agi l  a l i as  Id rus  (Terguga t )  ;

10. Sura t  Pernya taan  Penguasaan  Fis i k  Bidang  Tanah  

te r t angga l  10  Mei  2000  se luas  15.000  M²  dengan  

batas -  batas :

- Sebelah  Utara       :  Said  Agi l  a l i as  Id rus  ;

- Sebelah  Sela tan    :  H.  Johansyah  ;

- Sebelah  Timur       :  Syamsur i   ;

- Sebelah  Bara t        :  Said  Agi l  a l i as  Id rus  ;

     atas  nama Said  Agi l  a l i as  Id rus  (Terguga t )  ;

11. Sura t  Pernya taan  Penguasaan  Fis i k  Bidang  Tanah  

te r t angga l  10 Mei  2000  se luas  20.000  M² dengan  batas  

-  batas  :

- Sebelah  Utara       :  Said  Agi l  a l i as  Id rus  ;

- Sebelah  Sela tan    :  H.  Johansyah  ;

- Sebelah  Timur       :  Said  Agi l  a l i as  Id rus  ;

- Sebelah  Bara t        :  Harahap  ;  

     atas  nama Said  Agi l  a l i as  Id rus  (  Tergugat )  ;  

     Harus  dinya takan  cacat  hukum.

 Bahwa ak iba t  perbua tan  Tergugat  yang  melawan  hukum 

te rsebu t ,  waja r  b i l a  Penggugat  menuntu t  kerug ian  baik  

secara  mater i i l  maupun mor ie l .

1. Kerug ian  secara  mater i i l ,  karena  ak iba t  pe labuhan  

t i dak  beroperas i ,  sebab  sura t  -  sura t  tanah  t i dak  

dise rahkan /d i u r us  oleh  Tergugat  da lam  rangka  

pendukung  utama pengurusan  iz i n  -  i z i n  pe labuhan .

     Kerug ian  pendapatan  1  (sa tu )  bu lannya  =  jumlah  

pendapatan  1  (sa tu )  bu lan  -    jumlah  penge luaran  1 

(sa tu )  bu lan  .
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     Yang d ih i t ung  :  

     Pendapatan  1 (sa tu )  bulan  = 7 x tonase  x upah per  mt =  

7 x 8.000  x Rp.  22.500 , -  = Rp.  1.260 .000 .000 , -

     Pengeluaran  1  (sa tu )  bu lan  =  7  x  to ta l  b iaya  

operas iona l  =

• Uang Makan :

- Pengawas Load ing  (2  Org)  :  

     2 x Rp.17 .500 , -  x 4 har i   = Rp.  

140.000 , -

- Tenaga Har ian  (4  Org)  :

      4 x  Rp.17 .500 , -  x 4 har i    = 

Rp.        280.000 , -

- Mekanik  & Helper  ala t  & DT (4  Org)  :  

      4 x  Rp.17 .500 , -  x 4 har i  =  Rp.  

350.000 , -

- Opera to r  a la t  bera t  :

      3 x  Rp.17 .500 , -  x 4 har i  =  Rp.  

210.000 , -

• Sewa Ala t  Bera t  & Dump Truk :

- Excavato r  Komatsu  =

      2 un i t  x  24 jam x  2 x  Rp.  200.000 , -  x  4 har i  = 

 Rp.  38.400 .000 , -

- Bul l doze r  D 85SESS = 1 uni t  :

      24 jam x 1 x Rp.  250.000 , -  x 4 har i  =  

Rp.   24.000 .000 , -  

- Dump t ruk  Hino  = 5 un i t  :  

      24 jam x 5 x Rp.  50.000 , -  x  4 har i  = 

  Rp.   24.000 .000 , -

• Pemakaian  Sola r  :

- Excavato r  Komatsu  = 2 un i t  :

      24  jam x  20 l t r  x  2 x  4 har i  x  Rp.  1.500 , -  = 

 Rp.      5.760 .000 , -

- Bul l doze r  = 1 un i t  :

      24  jam x  35 l t r  x  1 x  4 har i  x  Rp.  1.500 , -  = 

 Rp.      5.040 .000 , -

- Dump Truk  = 5 un i t  ;
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      24 jam x 35 l t r  x 4 har i  x Rp.  1.500 , -  = 

  Rp.     5.040 .000 , -  

• Upah  borongan  sop i r  DT &  premi  opera to r  a la t  

bera t  :  

- Upah borongan  sop i r  load ing  :  8.000  mt  x  Rp.  200, -  

Rp.     1.600 .000 , -

- Premi  load ing  opera to r  a lbe r  :  8.000  mt x  Rp.  100, -  

Rp.        800.000 , -

  

            RP.103.860 .000 , - 7  X  Rp.  

103.860 .000 , -  = Rp.  726.020 .000 , -

• Kerug ian  pendapatan  1 (sa tu )  bulan  =

Rp.  727.020 .000 , -  -  Rp.  532.980 .000 , -  =  Rp.  

532.980 .000 , -  ( l ima  ra tus  t i ga  puluh  dua ju t a  sembi lan  

ra tus  de lapan  puluh  r i bu  rup iah )  ;   

Kerug ian  in i  d ih i t ung  se jak  perkara  in i  d ida f t a r kan  di  

kepan i t e r aan  PN              Kotabaru  sampai  Tergugat  

melaksanakan  secara  sukare la .

2. Kerug ian  secara  mor ie l  karena  dengan  t i dak  

beroperas inya  pe labuhan  Penggugat ,  mengak iba tkan  

kred ib i l i t a s  Penggugat  dimata  rekan  bisn i s  

Penggugat ,  ba ik  rekan  in te rn  maupun  exte rn  

(buyer )  menjad i  sangat  malu  dan  kadang  menjad i  

te r t awaan .  Dan  kerug ian  in i  t i dak  b isa  din i l a i  

dengan  uang  tap i  b isa  di tun tu t  dan  dibenarkan  

oleh  hukum ya i t u  se jumlah  Rp.  10.000 .000 .000 , -  

(sepu luh  mi l i a r  rup iah ) .

 Bahwa atas  permasa lahan  in i  Penggugat  berka l i  -  ka l i  

berusaha  untuk  menyelesa i kannya  secara  damai ,  namun t i dak  

membawakan has i l  ;  

 Bahwa  untuk  menjamin  dan  menjaga  agar  gugatan  in i  

t i dak  s ia  -  s ia ,  maka  mohon  Pengad i l an  Neger i  Kotabaru  

mele takkan  s i ta  rev ind i ca t o i r  te rhadap  tanah  

pelabuhan /de rmaga  Penggugat  dan mele takkan  s i t a  consevato i r  

bes lag  te rhadap  har ta  mi l i k  Tergugat  ba ik  yang   bergerak  

maupun yang  t i dak  bergerak .
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 Bahwa mohon  pu la  agar  Tergugat  membayar  uang  paksa  

sebesar  Rp.10.000 .000 , -  /  har i  set i ap  ia  la l a i  memenuhi  i s i  

putusan  pengad i l an  se jak  putusan  mempunya i  kekuatan  hukum 

te tap  sampai  d i l aksanakan  oleh  Terguga t  secara  sukare la  ;

 Bahwa k i ranya  ada lah  bera lasan  hukum pula ,  apab i l a  

putusan  pengad i l an  in i  d i l aksanakan  walaupun  Terguga t  

band ing  ataupun  kasas i .

             Bahwa berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas  

Penggugat  mohon  kepada  Pengad i l an  Neger i  Kotabaru  agar  

member ikan  putusan  sebaga i  ber i ku t  :

Pr imer  :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya ;

2. Menyatakan  sah dan berharga  s i t a  da lam perkara   ;

3. Menyatakan  kwi tans i  pembayaran  tanah  dan  

pengurusan  sege l  ser ta  b iaya  ke  BPN ada lah  sah  

dan berharga  ;

4. Menyatakan  perbua tan  Tergugat  ada lah  perbua tan  

melawan hukum ;

5. Memer in tahkan  kepada  Tergugat  untuk  segera  

membuatkan  sura t - sura t  sege l  tanah  dan  mengurus  

ser t i f i k a t n ya  ke  BPN  atas  nama  PT.  Bara  

Andhika  Sejah te ra  (PT.  BAS)  ;

6. Menyatakan  Sura t  Pernya taan  Penguasaan  Fis i k  

Bidang  Tanah (SPPFBT)      te r t angga l  :

NO KETERANGAN TANGGAL LUAS TANAH

1 SPPFBT
14 Apr i l  

2000.
200 x 50 M² = 10.000  M²

2 SPPFBT
14 Apr i l  

2000.
162,5  x 50M² = 8.125  M²

3 SPPFBT
14 Apr i l  

2000.
100 x 500 M² = 5.000  M²

4 SPPFBT
14 Apr i l  

2000.
200 x 500 M² = 10.000  M²

5 SPPFBT
14 Apr i l  

2000.
175 x 50 M² = 8.750  M²

6 SPPFBT
14 Apr i l  

2000.
162,5  x 50M² = 8.125  M²

7 SPPFBT 10 Mei  200 x 100 M² = 20.000  M²
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2000.

8 SPPFBT
10 Mei  

2000.
150x  100 M² = 15.000  M²

9 SPPFBT
10 Mei  

2000.
100 x 200 M² = 20.000  M²

10 SPPFBT
10 Mei  

2000.
150 x 100 M² = 15.000  M²

11 SPPFBT
10 Mei  

2000.
200 x 100 M² = 20.000  M²

TOTAL LUAS 140.000  M² = 14 Ha
atas  nama Terguga t  t i dak  mempunya i  kekuatan  hukum.

7. Menghukum  Tergugat  membayar  kerug ian  pada  

Penggugat  sebesar  :

a. Kerug ian  Mater i i l  =  Rp.  532.980 .000 , -  

d ih i t ung  se jak  perkara  in i  d ida f t a r kan  di  

kepan i t e r aan  PN Kotabaru  sampai  Tergugat  

melaksanakan  is i  putusan  secara  

sukare la  ;

b. Kerug ian  Mor ie l  =  Rp.  10.000 .000 .000 , -  

(sepu luh  mi l i a r  rup iah ) .

8. Menghukum Tergugat  membayar  uang  paksa  sebesar  

Rp.  10.000 .000 , -  /ha r i  set i ap  ia  la l a i  memenuhi  

i s i  putusan  Pengad i l an  te rh i t u ng  se jak  putusan  

in i  mempunyai  kekuatan  hukum  te tap  sampai  i s i  

putusan  di l aksanakan  oleh  Terguga t  ;

9. Menyatakan  putusan  in i  dapat  d i l aksanakan  leb ih  

du lu  walaupun  Terguga t  band ing  ataupun  kasas i  ;

10. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  

in i .

atau  apab i l a  PN Kotabaru  berpendapat  la i n  ;  

Subs ida i r  :

Mohon putusan  sead i l  -  ad i l nya .

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  Tergugat  

mengajukan  ekseps i  yang  pada  pokoknya  atas  dal i l - da l i l  

sebaga i  ber i ku t  :  

Bahwa gugatan  Penggugat  kepada  Tergugat  adalah  kabur  

(obscuur  l i be l )  karena  Penggugat  t i dak  memisahkan  

(menggabungkan)  anta ra  sta tus  Terguga t  sebaga i  pr ibad i  
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(hubungan  bisn i s )  dan sta tus  Tergugat  sebaga i  Kepala  Desa ;

Bahwa  anta ra  pet i t um  dan  petend i  da lam  gugatan  

Penggugat  t i dak  s ink ron  dan  ber ten tangan  karena  dalam 

pet i t um  Penggugat  menuntu t  gant i  rug i  kepada  Tergugat  atas  

t i dak  beroperas inya  pelabuhan ,  sementara  dalam  petend i  

Penggugat  menyatakan ,  bahwa  Tergugat  melakukan  perbua tan  

melawan  hukum karena  Terguga t  t i dak  membal i k  nama Sura t  

Pernya taan  Penguasaan  Fis i k  Bidang  Tanah  yang  dibua t  atas  

namanya  menjad i  atas  nama Penggugat  dan  t i dak  f i s i k  tanah  

dan  sudah  pernah  melakukan  uj i  coba  peng i r iman  ( l oad ing )  

batu  bara  d i  pe labuhan  yang  te r l e t a k  di  atas  tanah  te rsebu t  

;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  Tergugat  

te l ah  menyangka l  da l i l - da l i l  gugatan  te rsebu t  dan  

seba l i k nya  mengajukan  gugatan  bal i k  ( rekonvens i )  pada  

pokoknya  atas  da l i l - da l i l  sebaga i  ber i ku t  :

- Bahwa sega la  apa  yang  te rmuat  da lam ekseps i  dan  pokok  

perkara  di  atas  mohon  dianggap  d ipe rgunakan  kembal i  

da lam bagian  rekonvens i  sepan jang  re levan  analog ;

- Bahwa  da lam  membantu  Tergugat  Rekonvens i  untuk  

mengurus  dan  membel i  tanah  dar i  warga  bukan  untung  

yang  Penggugat  Rekonvens i  dapatkan ,  te tap i  seba l i knya  

mengalami  kerug ian  baik  kerug ian  mater i i l  mor i l  dan  

waktu ,  dan  yang  j i ka  dih i t ung - hi tung  jumlahnya  kurang  

dar i  Rp.100 . 000.000 , -  (se ra tus  ju ta  rup iah )  ;

- Bahwa  gugatan  Penggugat  Konvens i  yang  te rda f t a r  d i  

Pengad i l an  Neger i  Kotabaru  dalam  perkara  Nomor  :  

08/Pd t .  G/2005/PN.  KTB.  te lah  berak iba t  menimbulkan  

image  negat i f  te rhadap  Penggugat  Rekonvens i  dan  

ke luarga  seh ingga  menimbulkan  ha l - ha l  yang  

ber ten tangan  dengan  hukum dan norma agama ser ta  berada  

dalam pos is i  yang  sa lah / t i d ak  benar  se la i n  i t u  membuat  

Penggugat  Rekonvens i  te rganggu  da lam  berusaha  dan  

banyak  waktu  te rs i t a  ser ta  banyak  mengeluarkan  dana  

te rmasuk  menyewa Pengacara  ;

- Bahwa  berdasarkan  fak ta  hukum  gugatan  Penggugat  
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Konvens i  yang  d i t u j u kan  kepada  Penggugat  Rekonvens i  

ada lah  suatu  gugatan  yang  kabur  (Obscuur  l i be l ) ,  o leh  

karena  i t u  gugatan  Penggugat  Konvens i  te rsebu t  t i dak  

mempunyai  dasar  hukum  dan  alasan  yang  cukup  untuk  

dapat  d ipe r t anggung jawabkan  secara  yur i d i s ,  dan  dapat  

d igo longkan  perbua tan  melawan  hukum,  seh ingga  

menimbulkan  kerug ian  yang  besar  kepada  Penggugat  

Rekonvens i  ba ik  kerug ian  mor i l  maupun  kerug ian  

mater i i l ;

- Bahwa  ak iba t  dar i  usaha  pengurusan /pembebasan  lahan  

masyaraka t  te rhadap  pelabuhan  Tergugat  Rekonvens i  

menyebabkan  Penggugat  Rekonvens i  harus  mencar i  b iaya  

untuk  membayar  se luas  40.000  M²  (4  Ha)  harga  tanah  

masyaraka t  yang  te rnya ta  memi l i k i  bukt i  kepemi l i k an  

tanah  di  atas  tanah  yang  te lah  dibayar  oleh  Penggugat  

Rekonvens i  sebesar  40.000  M² (  4 Ha )  x  Rp.25 .000 , -  = 

Rp.  1.000 .000 .000 , -   (sa tu  mi l i a r )  ;

- Bahwa atas  perbuatan  melawan hukum Tergugat  Rekonvens i  

te rsebu t  wajar  d ihukum  untuk  membayar  gant i  rug i  

kepada  Penggugat  Rekonvens i  ba ik  kerug ian  mater i i l  

seper t i  karena  :  

• Sejak  tahun  2000  s/d  tahun  2004  = 4 tahun  (48  

bulan)  Penggugat  Rekonvens i  se lama  adanya  

proses  pengurusan  tanah  Terguga t  Rekonvens i  

t i dak  bisa  berusaha  yang  j i k a  dipe rh i t ungkan  

bi l a  t i dak  beker j a  satu  har inya  kerug ian  

Penggugat  Rekonvens i  ada lah  sebesar  Rp.  

100.000 , -  (se ra tus  r i bu  rup iah )  se lama 4 tahun  

(48  x  30  x  Rp.100 .000 , - )  =  sebesar  Rp.  

48.000 .000 , -  (empat  pu luh  delapan  ju ta  rup iah )  

;

• Membayar  honor  Pengacara  sebesar  Rp.  

150.000 .000 , -  (se ra tus  l ima  puluh  ju t a  rup iah )  

;  

     bahwa untuk  menjamin  te rpenuh inya  gugatan  Penggugat  

Rekonvens i  in i ,  maka te rdapa t  har ta  Terguga t  Rekonvens i  
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baik  benda  bergerak  ya i t u  rumah  tempat  t i ngga l  yang  

di tempat i  maupun har ta  bergerak  la i nnya  mohon di l e t akkan  

s i t a  jaminan  oleh  Pengad i l an  Neger i  Kotabaru  ;

Bahwa untuk  di l aksanakan  dan  menaat i  putusan  tun tu tan  

in i  secara  suka  re la  maka  berdasar  Terguga t  Rekonvens i  

d ihukum untuk  membayar  uang  paksa  sebesar  Rp.10.000 .000 , -  

(sepu luh   ju t a  rup iah  per  har i )  apab i l a  la l a i  melaksanakan  

is i  putusan  in i  se jak  dibacakan  sampai  d i l aksanakan  ;

Bahwa karena  gugatan  in i  d idasarkan  fak ta  atas  dasar  

hukum yang  kuat

dan  sah  menuru t  hukum maka  bera lasan  putusan  in i  dapat  

d i l aksanakan  ser ta  merta ,  walaupun  Terguga t  Rekonvens i  

melakukan  per lawanan  band ing ,  maupun kasas i  ;

bahwa berdasarkan  ha l - ha l  te rsebu t  d i  atas  Penggugat  

da lam rekonvens i  menuntu t  kepada  Pengadi l an  Neger i  Kotabaru  

supaya  member ikan  putusan  sebaga i  ber i ku t  :  

1. Mengabulkan  gugatan  rekonvens i  untuk  se lu ruhnya  ;

2. Menghukum Tergugat  Rekonvens i  membayar  kerug ian  

mor i l  dan  mater i i l  kepada  Penggugat  Rekonvens i  

to ta l  sebesar  Rp.  11.198 .000 , -  (sebe las  mi l i a r  

sera tus  sembi l an  puluh  delapan  ju t a  rup iah )  yang  

harus  d ibayar  o leh  Tergugat  Rekonvens i  secara  

tuna i ,  dengan mata  uang yang  sah dan  seka l i gus  ;

3. Menyatakan  sah  dan  berharga  ala t - a la t  bukt i  yang  

dia jukan  ;

4. Menyatakan  sah  dan berharga  s i t a  jaminan  te rhadap  

har ta  benda mi l i k  Tergugat  Rekonvens i  ;

Menimbang,  bahwa  amar  putusan  Pengad i l an  Neger i  

Kotabaru  No.  06/Pdt .  G/2005/PN.  KTB.  tangga l  12  Januar i  

2006 adalah  sebaga i  ber i ku t   :

DALAM EKSEPSI  :

- Menolak  ekseps i  Tergugat  se lu ruhnya  ;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  sebag ian  ;

2. Menyatakan  kwi tans i  Pembayaran .  tanah  dan 

pengurusan  sege l  ser ta  biaya

  Hal .  14 dar i  19 hal .  Put .  No.  674 
PK/Pdt /2009  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ke BPN ada lah  sah dan berharga  ;

3. Memer in tahkan  kepada  Tergugat  untuk  segera  

membuat  sura t - sura t  sege l  tanah  dan  mengurus  

ser t i f i k a t n ya  ke BPN atas  nama PT.  Bara  Andhika  

Sejah te ra  (PT.  BAS)  ;

4. Menghukum Tergugat  membayar  uang  paksa  sebesar  

Rp.1 .000 .000 , -  (sa tu

ju ta  rup iah )  per  har i ,  set i ap  ia  la l a i  memenuhi  i s i  

putusan  pengad i l an  in i  te rh i t u ng  se jak   putusan  in i  

mempunyai  kekuatan  hukum te tap  sampai  i s i  putusan  in i  

d i l aksanakan  oleh  Tergugat  ;

5. Menolak  gugatan  Penggugat  Konvens i  untuk  

se leb ihnya  ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  Rekonvens i  sebag ian  

;

2. Menghukum Tergugat  Rekonvens i  membayar  gant i  rug i  

kepada  Penggugat

3. Rekonvens i  to ta l  sebesar  Rp.457.500 .000 , -  (empat  

ra tus  l ima  puluh  tu j uh  ju ta  l ima  ra tus  r i bu  

rup iah )  yang  harus  d ibayar  oleh  Terguga t  

Rekonvens i  secara  tuna i  dengan  mata  uang yang  sah  

dan seka l i gus  ;

4. Menyatakan  sah  dan  berharga  ala t - a la t  bukt i  yang  

dia jukan  ;

5. Menolak  gugatan  Penggugat  Rekonvens i  untuk  

se leb ihnya  ;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

• Menghukum  Penggugat  Konvens i /Penggugat  

Rekonvens i  dan Penggugat  Rekonvens i /Te rguga t  

Konvens i  untuk  membayar  b iaya  perkara  secara  

tanggung  ren teng  se jumlah  Rp.  1.024 .000 , -  

(sa tu  ju ta  dua puluh  empat  r i bu  rup iah ) ;

Menimbang,  bahwa amar  putusan  Pengadi l an  Tingg i  Banja rmas in  

No.  28/PDT/  2006/PT.  BJM.  tangga l  02 Oktober  2006 ada lah  sebaga i  

ber i ku t  :  
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• Mener ima  permohonan  band ing  dar i  Pembanding  I  

yang  semula  ada lah   Penggugat  dan  Pembanding  I I  

yang  semula  ada lah  Terguga t  ;

• Dalam Konvens i  :

٭ Dalam Ekseps i  :

- Menolak  ekseps i  Tergugat  se lu ruhnya  ;

٭ Dalam Pokok  Perkara  :

- Memperba ik i  putusan  Pengad i l an   Neger i  Kotabaru  

tangga l  12  Januar i  2006  Nomor  :  06/Pdt .  

G/2005/PN.  Ktb .  sekedar  mengena i  besarnya  

dwangsom yang  di j a t uhkan  dan  menguatkan  putusan  

se la i n   dan  se leb ihnya  seh ingga  amarnya  berbuny i  

sebaga i  ber i ku t  :

 Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  sebag ian  ;

  Menyatakan  kwi tans i  pembayaran  tanah  dan  

pengurusan  sege l  ser ta  b iaya  ke   Badan 

Per tanahan  Nasiona l  ada lah  dan berharga  ;

 Memer in tahkan   kepada   Tergugat  

Konvens i /Pengguga t   Rekonvens i /Pemband ing  

I I / Te rband ing  I  untuk  segera  membuatkan  sura t -

sura t  sege l  tanah  dan  mengurus  ser t i f i k a t n ya  

ke  Badan  Per tanahan  Nasiona l  atas  nama  PT.  

Bara  Andhika  Sejah te ra  (PT.  BAS )  ;

 Menghukum  Tergugat  Konvens i /Pengguga t  

Rekonvens i /  Pembanding  I I / Te rband ing  I I  

membayar  uang  paksa  (dwangsom)  sebesar  Rp.  

100.000 , -  (se ra tus  r i bu  rup iah )  per  har i  

set i ap  ia  la l a i  melaksanakan  putusan  in i  

te rh i t ung  se jak  putusan  in i  mempunyai  

kekuatan  hukum te tap  sampai  i s i  putusan  in i  

d i l aksanakan  oleh  Tergugat  Konvens i /Pengguga t  

Rekonvens i /Pemband ing  I I / Te rband ing  I  ;

 Menolak  gugatan  Penggugat  Konvens i /Te rguga t  

Rekonvens i /

Pembanding  I I  Terband ing  I I  se la i n  dan 

se leb ihnya ;
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 Menghukum  Tergugat  

Konvens i /Pengguga t  Rekonvens i /

Pembanding  I I / Te rband ing  I I  untuk  membayar  

biaya  perkara  dalam  kedua  t i ngka t  perad i l an  

yang  dalam  t i ngka t  band ing  sebesar  Rp.  

200.000 , -  (dua  ra tus  r i bu  rup iah )  ;

• Dalam Rekonvens i  :

٭ Membata lkan  putusan  Pengad i l an  Neger i  Kotabaru  

tangga l  12 Januar i  2006 Nomor :  06/Pdt .  G/2006/PN.  

Ktb .  Selu ruhnya   dan mengadi l i  send i r i  :  

- Menolak  se lu ruh  gugatan  rekonvens i  ;

- Menghukum  Penggugat  Rekonvens i /Te rguga t  

Konvens i /  Pembanding   I I / Te rband ing  I  untuk  

membayar  biaya  perkara  sebesar  Nih i l ;

Menimbang,  bahwa  amar  putusan  Mahkamah Agung  RI  No.  

1137  K/Pdt /2007  tangga l  22  Januar i  2008  yang  te lah  

berkekua tan  hukum te tap  te rsebu t  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

- Mengabulkan  permohonan  kasas i  dar i  Pemohon Kasas i  :  H.  

Said  Agi l  a l i as  Id rus ,  te rsebu t  ;

- Membata lkan  putusan  Pengad i l an  Tingg i  Banja rmas in  No.  

28/Pd t / 2006 /PT .  Bjm.  tangga l  02  Oktober  2006  yang  

memperba ik i  putusan  Pengad i l an  Neger i  Kotabaru  No.  

06/Pd t .  G/2005/PN.  Ktb .  tangga l  12 Januar i  2006 ;

MENGADILI  SENDIRI  :

• DALAM EKSEPSI  :

- Menolak  Ekseps i  Tergugat  se lu ruhnya  ;

• DALAM KONVENSI :

- Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  ;

• DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan  gugatan  Penggugat  Rekonvens i  t i dak  dapat  

d i te r ima  ;

• DALAM KONVENSI DAN DALAM 

REKONVENSI :

- Menghukum  Termohon  Kasas i /Penggugat  

Konvens i /Te rguga t  Rekonvens i  untuk  membayar  biaya  

perkara  dalam  semua  t i ngka t  perad i l an  yang  dalam 
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t i ngka t  kasas i  in i  d i t e t apkan  sebesar  Rp.  500.000 , -  

( l ima  ra tus  r i bu  rup iah )  ;

Menimbang,  bahwa sesudah  putusan  yang  te l ah  mempunyai  

kekuatan  hukum te tap  te rsebu t ,  ya i t u  putusan  Mahkamah Agung  

No.  1137  K/PDT/2007  tangga l  22  Januar i  2008  dibe r i t a hukan  

kepada   Termohon  Kasas i /Pengguga t /   Terband ing    pada  

tangga l  04  Desember  2008  kemudian  te rhadapnya  o leh  

Termohon  Kasas i /Penggugat /Te rband ing  (dengan  peran ta raan  

kuasanya ,  berdasarkan  sura t  kuasa  khusus  tangga l  29  Apr i l  

2009)   d ia jukan  permohonan  pen in jauan  kembal i  secara  l i san  

di  Kepan i t e raan  Pengad i l an  Neger i  Kotabaru  pada  tangga l  05  

Mei  2009,  permohonan  mana d ise r t a i  dengan  alasan- alasannya  

yang  di t e r ima  di  Kepani t e r aan  Pengad i l an  Neger i  te rsebu t  

pada tangga l  i t u  juga  ;

 Menimbang,  bahwa  ten tang  permohonan  pen in jauan  

kembal i  te rsebu t  te lah  dibe r i t a hukan  kepada  p ihak  lawan  

dengan  seksama  pada  tangga l   18  Mdei  2009  kemudian  

te rhadapnya  oleh  pihak  lawannya  te l ah  dia j ukan  jawaban  yang  

di te r ima  di  Kepani t e raan  Pengad i l an  Neger i  Kotabaru   pada  

tangga l   17 Jun i  2009 ;

Menimbang,  bahwa o leh  karena  i t u  sesua i  dengan  pasa l  

68,  69,  71  dan  72  Undang- Undang  No.  14  tahun  1985  

sebaga imana  yang  te lah  diubah  dengan  Undang- Undang  No.  5  

tahun  2004,  permohonan  pen in jauan  kembal i  a  quo  beser ta  

alasan- alasannya  yang  d ia j ukan  dalam  tenggang  waktu  dan  

dengan  cara  yang  d i t en tukan  undang- undang,  fo rma l  dapat  

d i te r ima  ;

 Menimbang,  bahwa Pemohon Penin jauan  Kembal i /Penggugat  

te l ah  mengajukan  alasan- alasan  pen in jauan  kembal i  yang  pada  

pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :          

1. Bahwa  putusan  Mahkamah  Agung  RI  Reg.  No.  

1137K/PDT/2007  tangga l  22   Januar i  2008  

yang  menyatakan  bahwa  Judex  Fact i  sa lah  

menerapkan  hukum  ber ten tangan  dengan  

putusan  Mahkamah  Agung  RI .  No.  195  

K/SIP /1955  tangga l  28  November  1956  jo  
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putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  tangga l  5 

Desember  1974  jo  putusan  Mahkamah Agung  RI  

No.  1403  K/SIP /1971  tangga l  Desember  1974  

jo  putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  863 

K/SIP /1973  tangga l  05  Jun i  1975.  Dimana 

dalam  putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  145  

K/SIP /1955  tangga l  28  November   1956  jo  

putusan  No.  140 K/SIP /1971  tangga l  Desember  

1974  jo  No.  803  K/SIP /1973  tangga l  05 Jun i  

1975  Mahkamah  Agung  membenarkan  putusan  

berdasarkan  tun tu tan  Subs ide r  (ex  aequo  et  

bono)  dan mahkamah Agung menyatakan  putusan  

Judex  Fact i  yang  didasarkan  pet i t um  

subs ide r  ya i t u  mohon  mengadi l i  menuru t  

keb inasaan  pengad i l an ,  dapat  d ibenarkan ,  

karena  akan  dipe ro l eh  suatu  putusan  yang  

dapat  menyelesa i kan  perkara  mendekat i  rasa  

kead i l an  (M.  Al i  Budia r t o ,  SH.  Kompi las i  

Kaidah  Hukum Putusan  Mahkamah Agung  Hukum 

Acara  Perdata  Setengah  Abad,  Penerb i t  :  

Suara  Jus t i s i a ,  ha l .  20,  ha l .  35  dan  hal .  

209) .  Sedangkan  dalam  putusan  Mahkamah 

Agung  RI  Reg.  No.  1137/Pd t / 2007  tangga l  22  

Januar i  2008  Mahkamah  Agung  menyatakan  

putusan  Judex  Fact i  (pu tusan  berdasarkan  

tun tu tan  subs ide r )  No.  28/Pdt / 2006 /PT .  Bjm.  

tangga l  22 Oktober  2006  adalah  sa lah  dalam 

menerapkan  hukum,  yang  mana  per t imbangan  

hukum  putusan  Judex  Fact i  No.  

28/Pd t / 2006 /PT .  Bjm.  tangga l  22  Oktober  

2006  d idasar i  atas  tun tu tan  subs ide r .  Jad i  

d is i n i  je l as  putusan  Judex  Jur i s t  ada lah  

suatu  kekh i l a f an  atau  keke l i r u an  yang nyata  

;

2. Per t imbangan  hukum Judex  Jur i s t  ke l i r u  dan  

t i dak  d idasar i  pada  hukum pembukt i an  yang  
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te rungkap  dalam  pers idangan  Pengad i l an  

Neger i  Kotabaru  (Pengad i l an  t i ngka t  

per tama) .  Per t imbangan  Hukum Judex  Jur i s t  

in i  je l as  ber ten tangan  dengan Pasa l  50 Ayat  

2  UU No.  14  tahun  1985,  ten tang  Mahkamah 

Agung,  yang  menyatakan  :  Apabi l a  Mahkamah 

Agung  membata l kan  putusan  Pengadi l an  dan  

mengadi l i  send i r i  perka ra  te rsebu t ,  maka 

dipaka i  hukum pembukt i an  yang  ber laku  bag i  

Pengad i l an  t i ngka t  per tama.  Kekhi l a f an  atau  

keke l i r uan  in i  dapat  d i l i h a t  sebaga i  

ber i ku t  :

2.1 . Dalam per t imbangan  hukum gar i s  data r  ( - )  kedua  

putusan  Mahkamah  Agung  Reg.  No.  1137  K/Pdt /2007  

tangga l  22  Januar i  2008  hal .  16  disebu tkan  :  . . .  

Bahwa  da lam  melaksanakan  kesepakatan  te rsebu t  

Tergugat  te lah  membel i / gan t i  rug i  tanah  masyaraka t  

se lu ruhnya  se luas  14 ha dan  te lah  mener ima  uang  dar i  

Penggugat  sebaga i  uang  muka  atas  pelunasan  

se lu ruhnya  ber jumlah  Rp.  505.500 .000 , -  ( l ima  ra tus  

l ima  ju t a  l ima  ra tus  r i bu  rup iah )  ;

              2.1 .1 . Berdasarkan  jawaban  Tergugat  dalam 

pokok  perkara  pada  angka  9  hal .  11  putusan  

Pengad i l an  Neger i  Kotabaru  No.  06/Pdt .  

G/2005/PN.  Ktb .  Tangga l  12  Januar i  2006  

disebu tkan  :  bahwa  memang  benar  dar i  tanah  

se luas  16,  5  Ha  yang  t i dak  bermasa lah  yang  

Tergugat  be l i  dar i  warga,  se luas  14  Ha te l ah  

dibua t  te rguga t  atas  nama  te rguga t  send i r i , . .  

dst .

2.1 .2 . Berdasarkan  per t imbangan  hukum pada hal .  26  

putusan  Pengad i l an  Neger i  Kotabaru  No.  06/Pdt .  

G/2005/PN.  KTB.  Tangga l  12  Januar i  2006  

disebu tkan  : . . . ,  memperhat i kan  pula  kwi tans i  

pembayaran  tanah  sebesar  Rp.  5050.500 .000 , -  

( l ima  ra tus  l ima  ju ta  l ima  ra tus  r i bu  rup iah ) ,  
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dan  pengurusan  sege l  Rp.  500.000 , -  ( l ima  ra tus  

r i bu  rup iah ) ,  b iaya  pengurusan  ke  BPN sebesar  

Rp.  5.000 .000 , -  ( l ima  ju t a  rup iah )  ;

Berp i j a k  dar i  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  maka  seharusnya  

yang  benar  ( t i dak  kh i l a f / t i d a k  ke l i r u  per t imbangan  hukum 

Judex  Jur i s  ada lah  :

- Bahwa  da lam  melaksanakan  kesepakatan  te rsebu t ,  

Tergugat  te lah  membel i / gan t i  rug i  tanah  masyaraka t  

yang  t i dak  bermasa lah  se luas  16,  5  Ha,  dar i  se luas  

16,  5  Ha te rsebu t  se luas  14  Ha te l ah  Tergugat  atas  

namakan  ( te r can tum  atas  nama Tergugat ) .  Dan te rguga t  

te l ah  mener ima  uang  dar i  Penggugat  sebaga i  uang  muka 

dan  pelunasan  (pembayaran  tanah)  sebesar  Rp.  

505.500 .000 , -  dan  b iaya  ke  BPN (se r t i f i k a t )  Rp.  

5.000 .000 , -

Dengan demik ian  je l as  te r l i h a t  per t imbangan  Judex  Jur i s t  

te rsebu t  ke l i r u / k h i l a f  yang  sangat  nyata  ;

2.2 .  Dalam  per t imbangan  hukum gar i s  data r  ( - )  ket i ga  

putusan  Mahkamah  Agung  Reg.  No.  1137  K/Pdt /2007  

tangga l  22 Januar i  2008 hal .  16,  d isebu tkan  :  . . .

- Bahwa  te rhadap  tanah  14  ha  yang  akan  d igunakan  

Penggugat  untuk  pelabuhan /de rmaga  semuanya  

te rcan tum an.  Tergugat ,  akan  te tap i  te rhadap  tanah  

14 Ha t imbu l  masalah  kepemi l i k an  ganda,  karena  i t u  

Tergugat  membayar  lag i  kepada  masyaraka t  sebesar  

Rp.  457.000 .000 , -  (empat  ra tus  l ima  puluh  tu juh  

ju ta  rup iah ) .

Per t imbangan  hukum yang  diambi l  o leh  Judex  Jur i s t  

ber ten tangan  dengan  pengakuan  te rguga t  da lam 

jawaban  Terguga t  pada  pokok  perkara  angka  9  ha l .  

11 putusan  Pengad i l an  Neger i  Kotabaru  menyatakan  :  

. . .  Bahwa memang benar  dar i  tanah  se luas  16,  5 Ha 

yang  t i dak  bermasa lah  yang  Tergugat  be l i  dengan  

warga  . . . d s t .

              Dan se la i n  ha l  te r sebu t  pada  saat  acara  

pemer iksaan  setempat  (PS)  te r j ad i  tanya  jawab  
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anta ra  Maje l i s  Hakim dengan  sdr .  Har tan to  (Manager  

Operas iona l / Lapangan  Penggugat )  sebaga i  ber i ku t  :

• Selama  pembebasan  tanah  yang  

di l akukan  Terguga t ,  Sdr .  

Har tan to  (PT.  BAS)  se la l u  

mendamping inya  (mendamping i  

Tergugat )  ;

• PT.  BAS (Penggugat )  tahun  2001  

te l ah  meningga l kan  Batu l i c i n  

( tanah  obyek  sengketa ) .

             Sedangkan  kwi tans i  tanda  bukt i   te rguga t  

membayar  lag i  kepada  masyaraka t  d imula i  tahun  2001  

dan  2004,  sete lah  p ihak  Penggugat  sudah  

meningga l kan  wi layah  Batu l i c i n  ( l e t ak  tanah  obyek  

sengketa ,  tanah  te rsebu t  berada) .  Dan  pada  saat  

Penggugat  meningga lkan  Batu l i c i n  tanah  te rsebu t  

sudah  t i dak  bermasa lah .

        Berdasarkan  alasan  te rsebu t  d i  atas  maka je l as  

anta ra  pengakuan  Tergugat  d i  Pengad i l an  t i ngka t  

per tama  dengan  per t imbangan  hukum  Judex  Jur i s  

sangat  kont rad i k t i f  (ber ten tangan) ,  dengan  demik ian  

je l as  secara  hukum  pembukt i an  te lah  te r j ad i  

kekh i l a f an / keke l i r u an  Hakim  dalam per t imbangan  Judex  

Jur i s  ;

2.3 . Dalam  per t imbangan  hukum  gar i s  data r  ( - )  

keempat  putusan  mahkamah  agung  Reg.  No.  1137  

K/Pdt /2007  tangga l  22  Januar i  2008  hal .  16  

disebu tkan  ; . . .  Bahwa pencantuman  nama Tergugat  atas  

tanah  14  Ha  te rsebu t  t i dak  melanggar  kesepaka tan  

yang  te lah  ada  dan  pula  t i dak  merupakan  perbua tan  

melawan hukum ;

        Je las  per t imbangan  hukum Judex  Jur i s  ada lah  

sesuatu  yang  menyalah i  dasar  gugatan  dalam  hukum 

acara  perda ta ,  karena  dasar  gugatan  bi l a  t i dak  

melakukan  perbua tan  melawan  hukum bera r t i  melakukan  

wanpres tas i  (c ide ra  jan j i ) .  Dan  sebe lum  Penggugat  
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mengajukan  gugatan  di  Pengadi l an  Neger i  Kotabaru  

dalam  perkara  in i ,  Penggugat  beberapa  ka l i  meminta  

agar  Sura t  Keterangan  Keadaan  Tanah  (SKKT)  walaupun  

atas  nama  Terguga t ,  agar  as l i nya  d ise rahkan  pada  

Penggugat  tap i  Tergugat  t i dak  bern ia t  ba ik  untuk  

menyerahkannya  .

        Berdasarkan  pr ins i p  te rsebu t  d i  atas  Judex  Jur i s  

sangat  ke l i r u / k h i l a f  da lam  per t imbangan  hukum gar i s  

data r  ( - )  keempat  in i  ;

2.4 .  Dalam  per t imbangan  hukum gar i s  data r  ( - )  ke l ima  

putusan  Mahkamah  Agung  Reg.  No.  1137  K/Pdt /2007  

tangga l  22  Januar i  2008  hal .  16  disebu tkan  :  bahwa 

untuk  menyelesa i kan  pera l i h an  hak  atas  tanah  14  ha  

te rsebu t ,  seharusnya  anta ra  Penggugat  sebaga i  

pembel i  dan  Tergugat  sebaga i  penjua l  menghadap  PPAT 

untuk  melakukan  jua l  be l i  dan  sete rusnya  mengurus  

proses  ser t i f i k a t  pada BPN.  

        Per t imbangan  hukum  Judex  Jur i s t  hanya lah  

merupakan  saran  yang  seharusnya  dalam  kerangka  

kepas t i an  hukum  dan  pembukt i an  t i dak  per lu  

dimasukkan  sebaga i  per t imbangan  hukum,  dan  saran  in i  

juga  t i dak  mungkin  di l aksanakan .  Dan ka lau  saran  in i  

b isa  d i l aksanakan  t i dak  mungkin  Penggugat  mengajukan  

pen in jauan  kembal i  (PK)  atas  perkara  in i  ;

2.5 . Dalam  per t imbangan  hukum  gar i s  data r  ( - )  

keenam,  putusan  Mahkamah  Agung  Reg.  No.  1137  

K/Pdt /2007  tangga l  22  Januar i  2008  hal .  16  

disebu tkan  :   Bahwa dar i  bukt i - bukt i  yang  dia jukan  

te rnya ta  kwi tans i - kwi tans i  ada lah  sebaga i  kwi tans i  

uang  muka,  karena  i t u  be lum ada  perbua tan  jua l  be l i  

anta ra  Penggugat  dengan  Tergugat ,  demik ian  juga  

dengan  obyek  jua l  be l i  tanah  se luas  14  ha,  batas -

batasnya  t i dak  je l as .

        Per t imbangan  hukum yang  diambi l  Judex  Jur i s t  

ber ten tangan  dengan  ala t - ala t  bukt i  yang  Penggugat  

ajukan  d imana  bukt i  kwi tans i ,  ber tenda  P. I . 6  adalah  
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bukt i  berupa  pe lunasan  dan  bukt i  kwi tans i  ber tanda  

P. I . 1  adalah  bukt i  pe lunasan  dan uang muka.

        Pelunasan  untuk  tanah  se luas  16,  5  Ha yang  

diaku i  te rguga t  t i dak  bermasa lah  dalam  jawabannya ,  

pada  pokok  perkara  angka  9  hal .  11  putusan  

Pengad i l an  Neger i  Kotabaru .

        Sedangkan  untuk  tanah  se luas  14  Ha berdasarkan  

has i l  pemer i ksaan  Setempat  (ha l .  23  alen ia  baru  

per tama,  Pengad i l an  Neger i  Kotabaru  No.  06/Pdt .  

G/2005/PN/Ktb .  Atas  obyek  perkara  yang  pada  pokoknya  

sebaga i  ber i ku t  : . . .  Terhadap  tanah  se luas  14  Ha 

(v i de  bukt i  P.8)  te lah  sesua i  dengan  kenyataan  di  

lapangan  dan dibenarkan  oleh  kedua  belah  p ihak .

Dengan  demik ian  per t imbangan  hukum  Judex  ju r i s  je l as  

te r j ad i  suatu  kekh i l a f an  atau  keke l i r u an  yang  nyata ,  

karena  untuk  tanah  luas  14  Ha je l as  le tak  dan  batas -

batasnya .

Dengan  demik ian  sangat  je l as  Judex  Jur i s  sangat  la l a i  

da lam  membaca  ura ian - ura ian  dan  bukt i - bukt i  yang  

te rungkap  di  muka  pers i dangan  Pengad i l an  t i ngka t  

per tama,  d imana  Judex  Jur i s t  menyatakan  batas - batasnya  

t i dak  je l as  ;  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  a lasan- a lasan  pen in j auan  

kembal i  te rsebu t  Mahkamah Agung berpendapat   :

 Bahwa  alasan  permohonan  Penin jauan  kembal i  t i dak  

dapat  d ibenarkan ,  o leh  karena  Judex  Jur i s t  t i dak  sa lah  

menerapkan  hukum,  demik ian  juga  t i dak  te rdapa t  keke l i r u an  

ataupun  kekh i l a f an  yang  nyata  dalam per t imbangannya ,  dengan  

alasan  :

- Bahwa  Judex  Fact i  te l ah  membukt i kan  bahwa  te rhadap  

perkara  quo  t i dak  te rdapa t / t i d a k  te rbuk t i  adanya  

perbua tan  melawan  hukum  dar i  Tergugat  

Konvens i /Pemband ing  I I / Te rband ing  I ,  seh ingga  

seharusnya  putusan  Judex  Fact i  ada lah  menolak  se lu ruh  

gugatan  Penggugat  Konvens i  ;

- Bahwa se lan ju t nya  kete r l ambatan  pengurusan  sura t - sura t  
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tanah  adalah  disebabkan  Penggugat  be lum  membayar  

biaya- biaya  yang  te l ah  di l akukan  oleh  Tergugat  da lam 

rangka  pembebasan  tanah  mi l i k  warga  ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  per t imbangan  d ia tas ,  maka 

permohonan  pen in jauan  kembal i  yang  dia jukan  o leh  PT.  Bara  

Andhika  Sejah te ra  te rsebu t  ada lah  t i dak  bera lasan  seh ingga  

harus  d i t o l a k  ;

Menimbang,  bahwa karena  permohonan  pen in jauan  kembal i  

dar i  Pemohon Penin jauan  Kembal i  d i t o l a k ,  maka biaya  perkara  

dalam pemer iksaan  pen in jauan   kembal i  in i  harus  dibebankan  

kepada  Pemohon Penin jauan  Kembal i   ;          

 Memperhat i kan  pasa l - pasa l  dar i  Undang- Undang  No.  48  

tahun  2009  dan  Undang- Undang No.  14 tahun  1985  sebaga imana  

yang  te l ah  diubah   dengan  Undang- Undang  No.  5  tahun  2004  

dan  perubahan  kedua  dengan  UU No.  3   Tahun  2009  ser ta  

pera tu ran  perundang- undangan  la i n  yang  bersangku tan  ;

                                      M E N G A D I  L  

I  :

Menolak  permohonan  pen in jauan  kembal i  dar i  Pemohon 

Penin jauan  Kembal i  :  PT.  BARA  ANDHIKA  SEJAHTERA,  

te rsebu t  ;

Menghukum Pemohon  Penin jauan  Kembal i  untuk  membayar  

biaya  perkara  dalam  pemer iksaan  pen in jauan  kembal i  in i  

sebesar  Rp 2.500 .000 . -  (dua  ju ta  l ima  ra tus  r i bu  rup iah )  ;

Demik ian lah  dipu tuskan  dalam   rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah Agung  pada  har i  Jumat ,   tangga l  20  Agustus  2010,  

o leh  H.  M. Imron  Anwar i ,  SH. ,  SpN. ,  MH.,  Ketua  Muda Urusan  

Lingkungan  Perad i l an  Mi l i t e r ,  yang  di te t apkan  oleh  Ketua  

Mahkamah Agung   sebaga i   Ketua  Maje l i s ,  Pro f .  Dr .  Takd i r  

Rahmadi ,  SH. ,  LLM.  dan Prof .  Dr .  H.  M. Hakim Nyak Pha,  SH. ,  

DEA.  Hakim- Hakim Agung  sebaga i  Anggota  dan  diucapkan  da lam 

s idang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  i t u  juga  o leh  Ketua  

Maje l i s  beser ta  Hakim- Hakim  Anggota  te rsebu t  dan  d iban tu  

oleh  Misnawaty ,  SH.  Pani te ra  Penggant i  dengan  t i dak  

dihad i r i  o leh  kedua  belah  p ihak .
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Hakim- Hakim  Anggota  :  

K e t  u a :

t t d . / P ro f .  Dr.  Takd i r  Rahmadi ,  SH. ,  LLM.  

t t d . /H .M . Imron  Anwar i ,SH. ,SpN. ,MH.

t td . / P ro f .  Dr.  H.  M. Hakim Nyak Pha,  SH. ,  DEA.

Biaya- Biaya  :  

Pani te ra  Penggant i

1.  M e t  e r  a i………………………...     Rp.         6.000 , -  

t t d . /M i snawaty ,  SH.

2.  R e d a k s i……………………... . . .    Rp.          5.000 , -

3.  Admin is t r a s i  Penin jauan  Kembal i . .    Rp.  2.489 .000 , -  +

      J  u m l  a h                                      Rp.  2.  

500.000 , -  

Untuk  Sal i nan

Mahkamah Agung RI

An.  Pani te ra

Pani te r a  Muda Perda ta

SOEROSO ONO, SH. ,  MH.

Nip  040 044 809
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